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Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh
karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena
putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama
yang dijual dengan dasar Akta Pembagian Harta Bersama tetap membutuhkan persetujuan pasangan. Tujuan
penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum. Sehingga penulis ingin mengetahui
mendalam bagaimana kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan dan
bagaimana keabsahan Akta jual beli Nomor 487/20/Skr/2003 dikaitkan putusan Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data
sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Disimpulkan bahwa kedudukan Akta jual beli atas harta bersamayang masih
dalam proses peradilan adalah sah ketika ditandatangani suami dan istri/tetap memerlukan persetujuan
pasangan, terkait pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama ketika perkawinan belum berakhir merupakan
perbuatan menyalahi hukum. Aktajual beli Nomor 487/20/SKR/2003 masih diakui keabsahannya untuk
dipakai dalam perbuatan hukum oleh pihak yang mendapat hak atasnya.

<hr />Article 35 of the Marriage Law No. 1 of 1974 states that the property acquired during marriage
becomes ajoint asset and the inheritance of each husband is obtained because the gift or inheritance is the
control of each. The end of joint property is only due to the breakup of marriage. The object of buying and
selling land when a husband and wife are in divorce proceedings in areligious court that is sold on the basis
of the Joint Asset Sharing Act still requires the approval of the couple. The purpose of this study isto
develop knowledge in the field of law. So the author wants to know in depth how the Deed of sale and
purchase of shared assetsis still in the judicial process and how the validity of the sale and purchase Deed
Number 487/20 / Skr / 2003 is attributed to the decision of the Palembang High Court Number 111/ PDT /
2017/ PT. PLG. In conducting research, the author uses a juridical-normative library research method with
the main data used, namely secondary data obtained from library materialsin the form of primary legal
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. It was concluded that the position of the
Deed of sale and purchase of shared assets that are still in the judicial processis valid when signed by the
husband and wife/ till requires the approval of the spouse, related to the making of the Shared Assets Deed
when the marriage is not over. The sale and purchase deed Number 487/20 / SKR / 2003 is still recognized
asvalid for usein lega actions by the party who hastheright to it.
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